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Persiapan Haji 2026 Semakin Pendek

Kementerian Haji Diminta
sSegera Lengkapi Personel

DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang
mengganti status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi
Kementerian, Agustus lalu. Namun, Kementerian Haji dan
Umrah belum berdiri sempurna, belum terbentuk Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

ANGCGOTA Komisi VIII DPR
Selly Andriany Gantina meminta
Pemerintah menuntaskan pem
hentukan SOTK Kementerian
Haji dan Umrah melalui Pe
raturan Presiden (Perpres) se
sepera mungkin. Mengingat,
undang-undang mengamanatkan
waktu pembentukan struktur
dibatasi hanya 30 hari.

“Dengan mengacu ini, maka
pekan ini Pemerintah akan me
neken Perpres dan hisa langsung
diisi personelnya,” ujar Selly
dalam keteranpannya, Kamis,
[25/0/2025).

Menurut Selly, Kementerian
Haji dan Umrah memiliki tu
gas sangat kompleks karena
herkaitan dengan pengelolaan

jemaah yang berjumlah ratusan

ribu orang. Oleh karena itu,
kementerian inl perlu segera
dilengkapi agar persiapan bisa
terus herjalan.

“Persiapan haji 2026 semakin
pendek, struktur kementerian ha
rus dilengkapi sesegera mungkin
sermbari menyiapkan tugas yang
harus dijalankan para direkiur

Jjenderal (dirjen), direktur dan

pimpinan lainnya." terang Selly.

Selly becharap. orang-orang
vang akan menempati pos di
Kementerian Haji dan Umrah
tak perlu dibatasi harus ber.
asal dari Kementerian Agama
(Kemenag) vang sebelumnya
mengurusi soal haji. Tetapi harus
dilakukan seleksi secara terbuka.
termasuk menggunakan proses
lelang jabatan.

‘Jlika memang ada kandidat
lain vang lebih mumpuni menga
pa tidak. seperti dari kampus.
kementerian lain. prakisi. bah
kan TNI/Polri.” saran politikus
PDIP ini.

Selly berharap. Kementerian
Haji dan Umrah ini tak sekadar
‘ganti baju” dari kementerian
sebelumnya. Kementerian ini
harus memberikan pelayanan
vang lehih baik kepada jemaah
baik dalam prosesi ibadah. bia
va, kesehatan. keamanan dan
lainnya.

Sementara, Wakil Menteri
Agama (Wamenag) Muhammad
Syafii mengatakan, rencananya
pegawai di Direktorat Jenderal
Penyelengparaan Haji dan
Umrah (Ditjen PHU) Kemenag
akan bedol desa ke Kementerian

e A
Selly Andriany Gantina

Haji dan Umrah. Proses perali
han pegawai ini divakini ridak
akan mengganggu persiapan
penyelenggaraan haji 2026.

"Sampai 4 September, itu
{haji) masih dikerjakan Ditjen
PHU di Kemenag. Begitu ber
henti langsung diambil alih
oleh Kementerian Haji dan
Umrah. Jadi tidak ada jeda”
wjar Syafii di Jakarta. Kamis
(25/9/2025).

Menurut Svafit, proses perpin-
dahan, termasuk pengalihan
aset. dalam masa transisi di
perkirakan berlangsung dalam
waktu dua hingga tiga bulan
ke depan. "Tapi, semua proses

perhajian sudah dilaksanakan
dari sekarang," kata dia.

Dia menjelaskan di tingkat
daerah, strukrur ini jupa akan
mengalami perubahan. Kepala
Bidang Haji.di Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi diperkirakan
akan menjadi Pelaksana Tugas
[Plt) Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Haji dan Urmrah.
Sementara Kepala Seksi (Kasi)
Haji di kabupatenkota diperki
rakan akan menjabat sebagai Plt
Kepala Kantor setempat,

Syafi'i mepambahkan, se
luruh tugas vang sebelumnya
dilaksanakan nleh Kemenag
melalui Ditjen FHU, kini di

= lanjutkan oleh jajaran deputi di

Kementerian Haji dan Umrah
vang sudah terbentuk. Termasuk
di dalamnya adalah proses pe
ngelolaan aset-aset terkait haji
dan umrah yang selama ini be
rada di bawah Kemenag.

Svafi'i mengakui. proses per-
pindahan di tingkat pusal lebih
kompleks. Hal ini disebab
kan adanya tumpang tindih an
tara keberadaan pejabat Ditjen
PHU dan Badan Penyelengpara
Haji (BPH) yang sebelumnya
dibentuk lebih dulu, kemudian
menjadi Kementerian Haji dan
Umrah,

"Kalau di pusat, tidak hisa
langsung bedol desa, karena
pasisi-posisi di BFH sudah te
risi. Maka, dilakukan seleksi
untuk melengkapi kebutuhan

yang masih kosong," kata poli
tikus Gerindra ini.

Berbeda dengan di daerah,
lanjut Syafi'i, proses transisi
justru lebib lancar, karena se
belumnya belum ada struktur
BPH di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. *Jadi, di daerah
bisa langsung bedol desa,” kata
dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri
(Wamen) Haji dan Umrah Dahnil
Anzar Simanjuntak menga
takan, pembentukan S0TK
Kementerian Haji dan Umrah
ditargetkan rampung Oktober
atau November 2025. Pengisian
struktur di tingkat pusat akan
ditunjuk Sekretaris Jenderal
(Sekjen), Direktur Jenderal {Dir
jen} dan Inspekiorat Jenderal
(irjen).

"Dan secara otomatis kabid
haji di provinsi jadi Pelaksana
Tugas (Plt) Kepala Kantor Wi
layah (Kakanwil) Haji dan
Umrah. kemudian kabupaten/
kota ada kepala seksi (kasi) jadi
plt Kasi Haji dan Umrah,” ucap
Drahnil, Jumat (12/9/2025).

Dahnil menyebut akan ada
200 pegawai dari Kemenag dan
50 pepawai di Kementerian
Kesehatan (Kemkes) yang di
mutasi ke Kementerian Haji dan
Umrah. " Juga akan ada 13 peja
bat eselon 1 di Kementerian Haji
dan Umrah. Mereka yang sebe
lum menjabat. akan dilakukan
assesment, kata Dahnil. mmiF
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